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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan SLTA, bertempat
tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini menunjuk
domisili hukum di kantor penasihat hukumnya tersebut di bawah
ini dan memberikan kuasa kepada EDI SUSANTO,S.H. adalah
penasihat hukum dari kantor firma hukum “EDI SUSANTO &
REKAN” Jalan Baso Busing RT 001 RW 001 Desa Desaberu,
Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB 84458,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 31/SK/V1/2021 tanggal 08

Juni 2021 untuk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

MELAWAN
XXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8

Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang
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dengan register perkara Nomor : 149/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada rabu tanggal 15 Oktober 2008 di Kempo telah
dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kempo, Dompu, NTB sebagaimana tercatat dalam Akta/Buku
Nikah No; 123/8/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008;

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di, Sumbawa barat;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan namun dengan
Termohon telah di karuniai seorang anak laki laki yang bernama
XXXXXXXXXX XXX Xlaki-laki ;

5. Bahwa kebahagiaan hanya dua tahun yang dirasakan penggugat
setelah berumah tangga dengan tergugat sehingga timbul cek cok yang
terus menerus, dan muncul ketidak cocokan dalam segala hal sehingga
semenjak menikah hingga pada akhirnya sejak tanggal yang tidak di ingat
lagi bulan desember tahun. 2010, tergugat sudah tidak tahan sehingga
memutuskan pergi dari rumah bersama penggugat di alamat Sumbawa
Barat, yang merupakan rumah kedua orang tua penggugat dan sampai
hampir selama 11 tahun Penggugat sdh tidak berkomunikasi lagi dengan
Tergugat;

6. Bahwa ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai
goyah penyebabnya antara lain;

0 Sering cekcok/perselisihan yang terus menerus yang berujung
Terggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di

Sekongkang;
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0 Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah anak dan istri sama

sekali selama 11 tahun ini;

0 Terggugat tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mencoba memusyawarahkan
dengan keluarga besar dari pihak Tergugat untuk mencari solusi, dan
penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak
membuahkan hasil;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
pengguat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat
dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama taliwang cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan
diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai
berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (@ XXXXXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXX );

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:
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Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi
diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 520704408920001 tanggal 7
Januari 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanggal, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/8/X/2008
tanggal 15 Oktober 2008 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

Il. Bukti Saksi
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1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan ibu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah saksi ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun pernikahan tepatnya tahun
2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun
karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah
tangga;

- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
bathin kepada Penggugat ;

- Bahwa meskipun Tergugat berada dalam satu Kecamatan dengan

Tergugat akan tetapi komunikasi antara keduanya tidak ada;

Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

selama 11 tahun;

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak

berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat,, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena adalah bibi Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Penggugat;
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- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat;

Bahwa Tergugat lebih sering bersama saksi daripada pulang kerumah
Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 11 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
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yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif
didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun
dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini
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adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari
dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipastikan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat
dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini
telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an
Il : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang
menyatakan sebagai berikut:

DEeY 58 2 s cLlell 88 2.5k ) b 25
Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.
dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak
maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149. Rbg perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya
melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat
diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus
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dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya
sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan
bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang
menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen). Begitu pula dalam
hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi
sebagai mitsagan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri
haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan
perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu
mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk
membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1)
dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Saleha binti
Sanadin dan Kalsum binti Syamsudin ;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus
dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil
gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan
bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten
Sumbawa Barat , yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama
Taliwang , maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh

karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan
ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam. Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi
syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
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2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun
lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang
terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan
akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian
merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan
terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah
membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan
yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian
sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah
mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut
dihilangkan

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua
pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus
dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh

yang berbunyi sebagai berikut:
tL.a_U A e i dulill g

Artinya:  Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya
alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan
usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal
82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah
gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada
petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXKXX) terhadap Penggugat
(Xxxxxxxxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiqg, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid Il, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang

menyatakan sebagai berikut:
Yo W OlS, « zalt Slisl of cir g A P U RTRRCUEERCRARLE

dall Lé_alb Legin C'}'I..;:")I'I F L!.",__..,Ezs'lj_j'l ey L;_;LL:_,:T O 8 pn I :al_:i ama JLIALi

=&

ash

Artinya:  Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan
keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari
suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya
sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib

menceraikannya dengan talak bain.
Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
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ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.710.000 ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada
hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25
Dzulkadah 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Hakim Tunggal
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Nurrahmawaty, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 70.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 580.000,-

4. Biaya Meterai :  Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp. 710.000,-
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
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